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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaanl jotonomi daerah „ternyata lmemberikan jdampak lyang jluas 

l„terhadap pelayananj‟ pemerintah lkepada publik. Organisasij sektor publik di 

Indonesia lmengalami perkembanganj lyang j„luar biasa lbeberapa lwaktu 

lterakhir l„ini. Perkembanganl‟ lini jugal „dialamil olehl pemerintah „baikj pusat 

lmaupun daerah. Kondisi ini akan semakin menguatkan „tuntutanl penggunaanl 

informasi keuangan jatas jlembaga-lembagal publik. Tuntutanl „tersebut 

lmeliputi perlu‟ „dilakukannya sebuah transparansi kepada publik lserta 

pemerintah ijuga „perlul melakukanj lpemberian informasi lkepada publik „yangj 

ldidasarkan jatas „pemenuhanl hak-hak publik. Kurangnyaj pemerintah idalam 

„memberikanj informasi keuangan imenyebabkan pertanggungjawabanl‟ 

pemerintah daerah „berupaj laporan keuangan „beluml isepenuhnya „dapatl 

diakses loleh masyarakat. Halj lini disebabkanj lkarena laporan tahunan „yangl 

ltidak „memuatl semuai informasi relevan‟ lyang dibutuhkanl‟ oleh jpara 

lpengguna laporan keuangan, sehinggal laporan keuangan yangl „tidakj 

iaksesibel danl lkurang ilengkap ituj secaral „mudahl „menurunkanl kualitas‟ jdari 

akuntabilitas laporan keuangan ldaerah. Penggunaanj informasi laporan 

keuangan ldaerah lberkaitan „denganl jpenilaian lpara penggunaj laporan 

keuangan tdaerah lterhadap akuntabilitas ldan transparansi lsetiap laporan 

keuangan jyang ldisajikan loleh pemerintah ldaerah. Penggunaanj informasi 

keuangan ldaerah l„pentingt jdilakukan lkarena jpara penggunal ldapat‟ 
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mengetahuil kondisig keuangan tsuatu ldaerah „denganr imelakukan „berbagail 

analisis. Dengant‟ mengetahuir lkondisi keuangan ldaerah, makal kecuranganl 

„dalamj pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat l idiminimalisir. 

lSetiap‟ kegiatanj pengelolaan keuangan daerah ldapat lterpantau dan 

idiharapkan ldapat ldisajikan „sesuail denganj peraturan lyang berlaku dil dalaml 

laporan keuangan daerah. Agarj akuntabilitas publik „terjaminl, diperlukanl 

„suatul penyajianl informasi keuangan yangj lutuh „dalaml laporan keuangan. 

Pemerintah lsebagai pengelola dana lmasyarakat lharus idapat meningkatkanj 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untukl „mewujudkanj hali ltersebut 

adalahl „denganj imelakukan lreformasi „dalaml penyajianl laporan keuangan, 

yaitu pemerintah iharus lmampu „menyediakanj isemua informasi keuangan 

„relevanl „secaraj „jujur ldan iterbuka kepadaj publik. 

Laporan keuangan sektor publik „merupakanl lrepresentasi „terstrukturl 

iposisi jkeuangan akibatl‟ jtransaksi lyang idilakukan (Sande,2013). Sebagail‟ 

jorganisasi yangl lmengelola dana masyarakat, organisasi l jsektor lpublik iharus 

jmampu „memberikanl jpertanggungjawaban publik melaluil laporan 

keuangannya. Penyajianl informasi yang jutuh „dalaml laporan keuangan „akanl 

menciptakanl transparansi danl inantinya lakan „mewujudkanl akuntabilitas 

(Sande, 2013). Semakin j‟ lbaik lpenyajian laporan keuangan pemerintahan 

daerah „makaj iakan lberimplikasi lterhadap „peningkatanj lterwujudnya 

akuntabilitasl jpengelolaan keuangan ldaerah denganl aksesibilitas laporan 

keuangan ltersebut. Aksesibilitas laporan keuangan „merupakanl kemudahanl 

„bagij lseseorang „untukl lmemperoleh informasi lmengenai laporan keuangan. 

Akuntabilitas yangl efektifj ltergantung „pada akses publik terhadapl laporan 
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keuangan yangl dapatl „dibacal dan „dipahamij (Mulyana, 2006). Masyarakat 

sebagail pihak yangj lmemberi lkepercayaan‟ lkepada pemerintah untukj 

lmengelola keuangan publik „berhakj „untukl mendapatkanl informasi keuangan 

pemerintah untukj lmelakukan „evaluasil terhadapl pemerintah (Sande, 2013). 

Dalaml ldemokrasi lyang terbuka, akses lini „diberikanj „olehj media sepertil lsurat 

jkabar, majalah, radio, televisi, internet (website), ldan forum lyang 

lmemberikan perhatianl „langsungj atau „perananj yangl lmendorong akuntabilitas 

pemerintah terhadapl masyarakatl (Mulyana, 2006). 

Informasi dalaml jbentuk laporan keuangan jyang „dipublikasikanl oleh 

pemerintah daerah akanj sangatl diperlukanj lsebagai jdasar luntuk lpengambilan 

keputusan jberbagai pihak. Olehl „karenal jitu, informasi ltersebut lharus 

„bermanfaatl atau lmempunyai nilai „bagij lpara pengguna. Informasi „akanj 

lbermanfaat „apabilal lmemenuhi karakteristik kualitatif. Kriteria danl unsur-

unsur yang membentuk kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah 

„telahl disebutkanj dalaml Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentangj 

Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, yang „terdirij atas : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat 

dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Penyusunan l laporan keuangan „adalahj 

j„suatu lbentuk lkebutuhan transparansi yangl „merupakanj lsyarat jpendukung 

adanyal‟ akuntabilitas yangl „berupaj keterbukaan pemerintah latas „aktivitasl 

pengelolaan sumber daya publik. „Apabilaj informasi yangl lterdapat ldi jdalam 

laporan keuangan pemerintah  daerahl memenuhil kriteriaj karakteristik 

laporan keuangan pemerintah jseperti lyang jdisyaratkan dalaml Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010, „berartil pemerintah daerah lmampu 
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„mewujudkanj transparansi ldan akuntabilitas ldalam pengelolaan keuangan 

daerah. Transparansij informasi terutamal informasi keuangan dan fiskal 

lharus „dilakukanj ldalam bentukl jyang relevan ldan lmudah ldipahami. 

Tujuan lpenyajian laporan keuangan ldaerah „adalahj lmemberi informasi 

keuangan lyang bergunaj „untukj lpembuatan jkeputusan ekonomi, sosial politik 

ldan jugal laporan akuntabilitas ituj sendiril (Rohman, 2009). Sedangkanl paraj 

lpengguna laporan keuangan lmempunyai lbermacam-macaml „kebutuhanj 

dalaml laporan keuangan. Oleh karena jitu, laporan keuangan yangl ldisusun 

pemerintah lharus „menyajikanj secaral jwajar ldan lmengungkapkan jsecara 

lengkapl sesuaij‟ „denganl peraturan lyang adaj danl jsyarat-syaratl yang ada „agarl 

laporan keuangan yangj disajikanl dapatl „memenuhij lharapan lpengguna 

(Rohman, 2009). Bagil organisasil pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan 

laporan keuangan adalahj lmemberikan informasi yang digunakan dalam 

lpembuatan lkeputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai l buktij 

pertanggungjawabanl dan jpengelolaan (Zama, 2016). Ketidakmampuanl 

laporan keuangan dalaml lmelaksanakan lpenggunaan informasi keuangan, 

jtidak lsaja „disebabkanl lkarena laporan tahunan yangj tidakl lmemuat „semuaj 

informasi relevan jyang ldibutuhkan paral pengguna, „akanj tetapil jugal jkarena 

laporan tersebutl tidakl „dapatj lsecara langsungl jtersedia dan aksesibel padal 

paraj penggunal potensial. „Olehj lkarena litu, pemerintah daerah „harusl 

lmeningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, „tidakj lsekedar 

menyampaikanl jke DPRD sajal „tetapij jugal menyediakanl fasilitasl „kepadaj 

masyarakat lsecara luasj „agarl laporan keuangan ldapat „diperolehj denganl 

jmudah. Penggunaanl informasi keuangan daerah „merupakanj lproses 
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pengelolaanl keuangan daerah yangj ldapat dilaporkanl dan 

jdipertanggungjawabkan „kepadal masyarakat dan DPRD lterkait denganj 

lkegagalan „maupunl lkeberhasilannya sebagail jbahan evaluasil tahun 

berikutnya. Masyarakat „tidakj hanyal mempunyai hak untukl jmengetahui 

pengelolaan keuangan ltetapi berhakl untukj menuntutl pertanggungjawaban 

l„atas lpengaplikasian „sertaj pelaksanaanl pengelolaan keuangan daerah 

ltersebut. 

Dewasa ini, banyak timbul permasalahan yang berkaitan dengan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tulisan yang berhasil di unduh dari 

salah satu literatur di internet lyang berhasilj‟ lditemukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) ldalam lpelaksanaan audit laporan keuangan 

pemerintah daerah. „Tulisanj „yangl lberhasil ldihimpun dari Surabaya.bpk.go.id 

pada tanggal 7 November 2019 dengan judul artikel “Lima tahun terakhir 

laporan keuangan Pemda Jatim makin tertib” sebagai berikut: Dijelaskan 

Novian (Kepala BPK perwakilan Jatim), „padaj penilaianl tahun anggaran 

2012, sebanyakl 13 lpemda jmeraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

dan 26 sisanya jmeraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 21 jpemda hmeraih 

WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 1 lpemda dinyatakanj TW (Tidak 

Wajar). Selanjutnyag lpada 2014 lsebanyak 25 jpemda tmeraih WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian) dan 14 lpemda jmeraih WDP (Wajar Dengan 

Pengecualian). „Padal 2015 lsebanyak 31 jpemda tmeraih WDP (Wajar Dengan 

Pengecualian). „Diaj menyarankanl „agarj pemda yang ltelah meraih WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) terusl lmelakukan jstrategi untuk 

lmempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
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denganj menindaklanjuti lseluruh lrekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pro 

aktif mengkonsultasikan permasalahan lmelalui Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP), memperkuatl Satuan Pengawasan Internal (SPI) jdalam 

rangkal lmencegah, jmendeteksi, ldan memperbaikit lkesalahan lserta 

jmenindaklanjuti kecurangan (fraud), „meningkatkanl lkapasitas SDMr 

pengelolaj keuangan, TI (Teknologi Informasi) ldan Inspektorat. 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembalij lmeraih prestasi ldalam bidang 

keuangan. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali diraih tahun 

ini. Penyajian keuangan tahun ini dinilaij tanpaj lcela. „Kalaupunl jada lcatatan 

dianggap lmasih wajar. jMulai rdari kelebihan bayar dan administrasi. 

Pemerintah Kabupaten „jugal dinilai responsif terkaitj catatan jdan 

lrekomendasi BPK, tentangj ladanya jcatatan administrasi pelaporan asset 

ldaerah tahun jlalu. Karenal data l„masingl-masingj‟ SKPD belum sinkron dengan 

data pemkab. Selain itu, pemkab Ponorogo jugal dinilai kooperatif dalaml 

pengembalian kelebihan bayar. Potensij kelebihan bayar Rp 1,2 Miliyar hasil 

audit BPK tahun anggaran 2016. Denganl rincian Rp 400 juta ldari pengadaan 

barang jdan jasa disejumlah SKPD ldan Rp 800 juta disejumlah proyek fisik 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun wakil bupati 

jmengklaim nominal yangl lada jsangat tkecil rdan lbatas wajar danj lpencapaian 

WTP hasil kerja keras lsemua SKPD (http://beritajatim.com, diakses 9 

November 2019).  

Faktorl lyang mempengaruhij penggunaan informasi keuangan daerah 

lyaitu terkait sumber daya manusia. Terbatasnya sumber daya manusia lyang 

lmemahami logika akuntansi secaral lbaik. Pemerintah daerah yangj 

http://beritajatim.com/
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menanganil masalah keuangan ltidak cukupl jhanya menguasail penatausahaan 

anggaran lmelainkan ljuga jharus lmemahami karakteristik transaksi yangl 

terjadi „danl pengaruhnyaj lterhadap rekening-rekening dalamj laporan 

keuangan pemerintah lsehingga akuntabilitas lpengelolaan keuangan daerah 

„dapatj lberjalan „denganj lbaik. Kurangnya sumber daya manusia pemerintah 

ldaerah dalamj lmemahami jdan lmenerapkan logika akuntansi akanl jberdampak 

padal lkekeliruan laporan keuangan lyang „dibuatj „dan ketidaksesuaianl laporan 

dengan standar yang jditetapkan pemerintah. Dalaml halj lini, umumnya 

pemerintah daerah mempunyai keterbatasanl jumlah sumber daya manusia 

jyang menguasaij logika akuntansi secara baik.  Faktor lain yang 

mempengaruhi lpenggunaan informasi keuangan jdaerah lyaitu terkait 

publikasi laporan keuangan oleh pemerintah ldaerah. Peranl laporan keuangan 

dalam lmelaksanakan akuntabilitas ltidak saja disebabkan lkarena laporan 

tahunan yangl tidakj lmemuat lsemua informasi relevan yangl „dibutuhkanj oleh 

lpara pengguna, ltetapi jugal karenaj laporan tersebutl tidak „dapatl lsecara 

langsungj tersedial „dan aksesibel pada paraj pengguna. „Sebagail 

jkonsekuensinya, penyajianl laporan keuangan lyang tidakj lengkapt rdan ltidak 

aksesibel ldapat menurunkanl kualitas dari akuntabilitas pengelolaan 

keuangan ldaerah (Mulia, 2016).  

lBerkaitan „denganl transparansi dan akuntabilitas, penggunaj laporan 

keuangan ldaerah masihl‟ belumj mudahr lmendapatkan akses laporan keuangan 

ldaerah melaluil web resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Ponorogo lmelalui jalamat dppkad.ponorogo.go.id, 

ldalam „pilihanj transparansi lpada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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(LKPD) tahun l2015 thingga g2017 lbelum lbisa jdiakses ldan jtertulis “Oops, 

you have encountered an error it appears the page you were looking for 

doesn’t exist. Sorry about that. (Ups, anda mengalami kesalahan tampaknya 

laman yang anda cari tidak ada. Maaf soal itu)”. Hal itu lberkaitan „denganl 

prinsipj transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yangl ljelas 

ldisebutkan jsalah satunyal lyaitu pemerintah jharus lmampu menyediakanl 

„semuaj informasi keuangan yang relevan lsecara jujurl ldan jterbuka lkepada 

publikj lmelalui lmedia massaj „sehinggal masyarakat jdapat „mengetahuil atau 

mengaksesnyal „denganj mudahl lmengenai informasi keuangannya. 

Penelitian ini lmerujuk lpada penelitian sebelumnya yangj dilakukan oleh 

Sari (2015) yangl lmemperoleh bukti empiris lmengenai lpengaruh penyajian 

laporan keuangan jdaerah tdan aksesibilitas laporan keangan ldaerah terhadapl 

lpenggunaan informasi keuangan jdaerah (studi kasus pada pemerintahan 

Kota Pekanbaru). Penelitian tersebut menyatakan bahwa lpenyajian laporan 

keuangan ldaerah berpengaruh terhadapl penggunaanl informasi keuangan 

jdaerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh lterhadap 

jpenggunaan informasi keuangan daerahl. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengembangkan 

penelitian tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi 

Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Ponorogo)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas lmaka rumusan jmasalah ryang kakan 

dikajij hadalah lsebagai jberikut : 

1. Apakahl penyajian laporan jkeuangan ldaerah mempengaruhi lpenggunaan 

informasi keuangan daerah ? 

2. Apakahj aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi penggunaan 

informasi keuangan daerah ? 

3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan 

keuangan mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan ldi jatas, hmaka ktujuan dilakukannya lpenelitian jini kadalah 

untukl jmengetahui : 

1. Pengaruhl penyajian laporan keuanganj ldaerah yterhadap 

penggunaanl informasi keuangan daerah. 

2. Pengaruhl aksesibilitas laporan keuangan jterhadap tpenggunaan 

informasi keuangan daerah. 

3. Pengaruhl penyajian laporan jkeuangan ldaerah tdan aksesibilitas 

laporan keuangan terhadapl jpenggunaan hinformasi tkeuangan 

daerahl. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat lyang diharapkan atau dapat jdiperoleh dari hasil 

ypenelitian inij hadalah lsebagai jberikut: 

1. Bagi akademisi  

Diharapkan lhasil kpenelitian jini ldapat tbermanfaat lbagi 

jpara akademisil dan bisa digunakan hsebagai acuan tuntuk 

meningkatkan pemahaman lpara jakademisi tentang lpengaruh 

penyajian laporan keuanganl daerah jdan aksesibilitas laporan 

keuangan lterhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 

2. Bagi SKPD Ponorogo 

Hasilh lpenelitian hini diharapkan bisa berguna untuk SKPD 

Ponorogo sebagai bakal petunjuk, koreksi, serta evaluasi pada 

penyusunanl laporan keuangan hdan pengelolaan keuangan daerah 

dan agar dapat lebih memahami lpengaruh penyajian laporan 

keuanganl jdaerah tdan aksesibilitas laporan keuangan lterhadap 

penggunaanj tinformasi keuangan daerah. 

3. Bagi peneliti 

Diharapkanl hasil jpenelitian hini dapat berguna kuntuk 

peneliti khususnya dalam meningkatkan pengetahuan terhadap 

pengaruhl penyajian laporan jkeuangan ldaerah tdan aksesibilitas 

laporan keuangan lterhadap jpenggunaan hinformasi keuangan 

daerah. 
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4. Bagi peneliti yang akan datang 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dan 

pengambilan keputusan tentang isu-isu baru dalam penelitian 

berikutnya. 

 


